
NOTULA 

Penyampaian Aksi Keterbukaan Anggaran COVID-19 

Periode 2020- 2022 

 
 

I. Pelaksanaan Kegiatan 
 

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Oktober 2020 

Pukul  : 09.00 – 10.20 WIB  

Tempat : Zoom Meeting 

Agenda : Penyampaian Aksi Keterbukaan Anggaran COVID-19 

 
Moderator : Kepala Seknas OGI 

Peserta : 1. Biro Perencanaan Kementerian Keuangan  

2. Direktorta KNAM Bappenas 

3. Direktorat ESI DJPK 

4. Direktorat Keuangan Daerah 

5. Tim Sekretariat Nasional OGI 

6.  

 

II. Diskusi Rapat 

1. Perwakilan Sekretariat Nasional OGI menyampaikan paparan pengantar 

terkait Open Government Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Open 

Government Indonesia (RAN OGI) sebagai berikut: 

a. OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melakukan 

praktik Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government 

Partnership), yang telah dimulai sejak tahun 2012. Melalui OGI, 

Pemerintah berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) 

untuk melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah 

yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional. 

b. OGI telah mengeluarkan 5 rencana aksi dari tahun 2011 hingga tahun 

2020. Di tahun 2020, sedang berlangsung penyusunan rencana aksi 

yang akan diimplementasikan di tahun 2021-2022. Rencana aksi OGI 

tidak bersifat menambah program baru, tapi meningkatkan dampak 



dari program yang sudah ada. Saat ini, usulan rencana aksi sedang 

dalam tahap penajaman dengan K/L terkait. Setelah itu, rencana aksi 

akan didiskusikan bersama dengan mitra pembangunan dan melalui 

tahap konsultasi publik sebelum diserahkan ke OGP di bulan Desember 

2020. 

 
2.  Pak Aditya dari Direktorat ESI DJPK menyampaikan beberapa poin 

sebagai berikut: 

a. Di era keterbukaan, data menjadi satu hal yang penting sehingga 

perlu adanya transparansi agar data tersebut dapat diawasi oleh 

masyarakat. Pembukaan anggaran dan data COVID-19 juga akan 

menguntungkan bagi masyarakat serta akan meningkatkan 

kapasitas Aparatur Sipil Negara. 

b. APBDes sudah melalui proses agar datanya dapat terbuka, tetapi 

belum ada data yang dalam dan lengkap dikarenakan berbagai 

kendala. Selain itu, banyak data yang masih perlu diverifikasi ulang. 

Misalnya, data di Direktorat ESI DJPK merupakan data yang belum 

di audit karena berbentuk laporan.  

c. Terkait COVID-19, belum ada regulasi yang mengatur untuk 

membuka akses data anggaran COVID-19 di daerah. 

2. Perwakilan Kementerian Keuangan menyampaikan beberapa poin sebagai 

berikut: 

a. Terkait portal khusus COVID-19, sesuai dengan PMK 35, setiap 

bulan Pemerintah Daerah melaporkan pada Kementerian Keuangan 

dan Kemendagri. Sampai saat ini, realisasi dan anggaran terus 

meningkat. Laporan-laporan yang ada hanya dilaporkan ke Menteri 

dan Presiden. Laporan yang diberikan dari Pemerintah Daerah pun 

masih menggunakan WA, bukan SIPD. 

b. Sejauh ini, di dalam website 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd, data yang 

dibuka adalah anggaran tiap bulan. Akan tetapi, data anggaran 

COVID-19 belum dibuka.  

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd


3. Bapak Toni dari KNAM Bappenas menyampaikan beberapa poin sebagai 

berikut: 

a. Informasi sejauh ini sudah terbuka untuk publik, tetapi Pemerintah 

Daerah masih belum membuka datanya. Hal ini dikarenakan belum 

adanya audit sehingga data menjadi riskan untuk dibuka.  

b. Pada rapat sebelumnya, KNAM Bappenas mengusulkan agar CSO 

mengadakan kegiatan yang sesuai dengan bidangnya, dan 

memantau realisasinya di lapangan. 

c. Saat ini, perekonomian Indonesia didorong oleh konsumsi. Jika 

pemerintah memberikan kesempatan untuk mendorong konsumsi, 

maka hal ini akan menggerakkan perekonomian.  

d. Anggaran dan realisasi PEN 2020 sudah dipublikasikan oleh 

Kementerian Keuangan, tetapi belum ada pembagian secara detil.  

 

III. Tindak Lanjut 

1. Seknas OGI akan merumuskan matriks indikator capaian dari usulan 

Keterbukaan Anggaran COVID-19 yang nantinya akan dikirimkan kepada 

Kementerian/Lembaga dan CSO terkait. 

2. Kementerian/Lembaga dan CSO terkait akan mengirimkan tanggapan 

terkait matriks tersebut, khususnya terkait kesesuaian indikator capaian 

dengan rencana kerja di Kementerian/Lembaga. 

 

IV. Dokumentasi 

 



 


